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Abstract

This study examines the influence of the process of reporting and depositing
taxes as well as satisfaction and compliance in personal taxpayers in Sleman regency
against economic resilience. The purpose of this study to analyze the influence of the
process of reporting and depositing taxes and taxpayer compliance and compliance
with economic resilience.

This research is an empirical research by taking samples of taxpayers in Sleman
District. Survey data were analyzed statistically using descriptive method and Structural
Equation Modeling (SEM) with the help of computer program AMOS v22.
The results showed that the process of reporting and depositing taxes and satisfaction
and compliance in taxpayers posistive influence, which has a significant impact on the
economic resilience of the region. This can be said as a form of economic resilience of
the region which is the basis of national resilience.

Keywords: tax reporting and depositing, tax satisfaction and compliance, regional
economic resilience
Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh proses pelaporan dan penyetoran pajak serta
kepuasan dan kepatuhan dalam wajib pajak pribadi di Kabupaten Sleman terhadap ketahanan
ekonomi.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh proses pelaporan dan penyetoran
pajak serta kepuasan dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketahanan ekonomi.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan mengambil sampel para wajib
pajak di Kabupaten Sleman. Data survey dianalisis secara statistik menggunakan metode
deskriptif dan Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan program komputer AMOS
v22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaporan dan penyetoran pajak serta
kepuasan dan kepatuhan dalam wajib pajak berpengaruh posistif, yang berdampak signifikan
terhadap ketahanan ekonomi wilayah. Hal ini dapat dikatakan sebagai wujud dari ketahanan
ekonomi wilayah yang merupakan dasar dari ketahanan nasional.

Kata kunci:  pelaporan dan penyetoran pajak, kepuasan dan kepatuhan pajak, ketahanan
ekonomi wilayah

PENGANTAR

Ketahanan nasional merupakan sebuah Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat
konsepsi pertahanan yang bersifat semesta, serta dengan mendasarkan pada kekuatan diri sendiri.
bertujuan untuk kelangsungan hidup bangsa dan System ketahanan nasional pada dasarnya
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bersifat semesta bercirikan pada kerakyatan,

artinya hal tersebut diorientasikan untuk
kepentingan rakyat. Berdasarkan hal tersebut,
maka sumber daya (SDA dan SDM) yang ada
didayagunakan sebagai upaya kepentingan
sekaligus pertahanan nasional. Maka konsepsi
ketahanan nasional (Indonesia) mencangkup
seluruh kehidupan nasional dirinci menjadi
delapan aspek kehidupan, atau sering disebut
sebagai Astagatra, yang terdiri dari trigatra dan
pancagatra. Trigatra merupakan aspek-aspek
yang memang sudah melekat pada suatu Negara
dan bersifat alamiah. Unsur trigatra meliputi
aspek  geografi, kekayaan alam  dan
kependudukan. Pancagatra merupakan aspek-
aspek kehidupan nasional yang menyangkut tata
kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam
bermasyarakat dan bernegara yang diikat
dengan aturan-aturan dan norma tertentu.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsep
pancagatra sering disebut sebagai aspek social,
yang mencangkup unsur ideology, politik,
social-budaya, ekonomi dan keamanan.

Setiap Negara sudah  semestinya
mempunyai tugas dan tanbggung jawab untuk
menjaga dan melindungi kedua spek tersebut,
baik yang bersifat alamiah maupun yang bersifat
social. Tugas dan tanggungjawab tersebuut tidak
hanya dibebankan pada aparatur atau perangkat
kenegaraan semata, akan tetapi semua warga
Negara juga mempunyai tugas dan tanggung
jawab secara bersama untuk mempertahankan
kedua aspek tersebut. Hal ini dilakukan supaya
kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI,

keadilan dan kesejahteraan rakyat serta

keselamatan segenap bangsa dapat terjaga dan
terjamin dari segala bentuk ancaman baik dari
dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah
satu gatra dalam mewujudkan ketahanan
nasional adalah aspek ekonomi sebagai salah
satu gatra dalm konsepsi ketahanan nasional
merupakan faktor penting bagi kemajuan dan
kesejahteraan sebuah bangsa. Semakin tinggi
laju pertumbuhan ekonomi suatu Negara
seringkali menjadi tolok ukur kesejahteraan
rakyat dan kemajuan sebuah bangsa. Bahkan
perekonomian suatu Negara dapat
mempengaruhi  kondisi social dan politik.
Artinya, konflik social dan stabilitas politik
yang dapat mengancam disintegrasi bangsa
seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi.
Begitupula dengan pembangunan, baik dari segi
infrastruktur ~ maupun  supratruktur  juga
membutuhkan prasyarat ekonomi. Maka dari
itu, stabilitas dan laju pertumbuhan ekonomi
perlu diwujudkan agar ketahanan nasional
terwujud. Kaitannya dalam  mewujudkan
ketahanan nasional, khususnya dalam bidang
ekonomi, seperti yang diulas diatas harus
melibatkan semua elemen yang ada, salah
satunya adalah pajak. Membayar pajak adalah
salah satu kewajiban bagi setiap orang dalam
sebuah negara terutama di Indonesia. Pajak
bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan
kehidupan sosial, ekonomi, negara serta
masyarakatnya. ~ Sehingga  para  pelaku
perpajakan baik yang mengatur maupun yang
diatur harus mengerti perkembangan kehidupan
sosial, ekonomi, masyarakat dan negaranya.

Sebagai warga negara yang baik seharusnya taat
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dalam membayar pajak. Sampai saat ini masih

banyak dilematika mengenai pajak baik dalam
kepatuhan, ketertiban, dan yang terpenting
adalah dalam bidang administrasinya. Masalah
ini seharusnya bener-benar diperhatikan untuk
perubahan yang lebih baik dan teratur dalam
aspek perpajakan. Tuntutan akan perbaikan-
perbaikan dan perubahan mendasar dalam
segala aspek perpajakan menjadi alasan
dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu
ke waktu. Perbaikan ini berupa penyempurnaan
terhadap kebijakan perpajakan dan sistem
administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat
semakin diperluas. Dengan demikian potensi
penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut
secara optimal dengan menjunjung asas
keadilan sosial dan memberikan pelayanan
prima kepada wajib pajak. Kepatuhan wajib
pajak dimungkinkan menjadi salah satu variabel
yang berperan besar dalam menentukan
penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak (tax compliance)
dapat diidentifikasi dari ketaatan wajib pajak
dalam memenuhi persyaratan, mendaftarkan
diri, dan kepatuhan untuk mengembalikan surat
pemberitahuan (SPT) yang sudah diisi lengkap,
kepatuhan mengisi lengkap surat setoran pajak
(SSP), kepatuhan dalam penghitungan dan
pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan
dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan
menjadi penting karena ketidakpatuhan secara
bersamaan akan menimbulkan upaya
menghindarkan pajak, yang mengakibatkan
berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas

negara (APBN). Pada hakekatnya kepatuhan

wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem
administrasi perpajakan. Perbaikan administrasi
perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong
kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan
yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan
Pajak dapat dikategorikan sebagai pelayanan
public, merupakan instansi Pemerintah serta
unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak
sedangkan DJP merupakan instansi yang berada
di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
yang merupakan kementerian milik Pemerintah
Pusat. KPP dibentuk untuk memberikan
pelayanan perpajakan kepada para wajib pajak
sebagaimana termaktub dalam  Peraturan
Menteri Keuangan No. 206.2/PMK.01/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal DJP. Pelayanan yang diselenggarakan
oleh KPP adalah dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat wajib pajak
dan pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu, sudah
semestinya KPP memberikan pelayanan terbaik
kepada wajib pajak. Pelayanan merupakan kata
kunci untuk melaksanakan tugas yang diemban
oleh pegawai pajak. DJP juga mengemban
pekerjaan untuk mengubah citra yang selama ini
terbentuk  di masyarakat. Masyarakat
menganggap bahwa mengurus pembayaran
pajak itu susah, prosesnya berbelit-belit, dan
masih dijumpai adanya pegawai di kantor pajak
yang bersikap kurang santun dan kurang ramah
saat melayani wajib pajak. (Surjoputro dkk,
2009). Sejak tahun 2001 DJP telah
menggulirkan reformasi administrasi perpajakan

dengan tujuan tercapainya tingkat kepatuhan
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sukarela yang tinggi; tingkat kepercayaan

terhadap administrasi perpajakan yang tinggi;
dan produktivitas pegawai perpajakan yang
tinggi. Program dan kegiatan reformasi
administrasi  perpajakan diwujudkan dalam
penerapan sistem administrasi  perpajakan
modern yang memiliki ciri khusus antara lain
struktur  organisasi  berdasarkan  fungsi,
perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak
melalui pembentukan account representative
dan compliant center untuk menampung
keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem
administrasi perpajakan modern juga merangkul
kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui
pengembangan sistem informasi perpajakan
(SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi sistem
administrasi perpajakan terpadu (SAPT) yang
dikendalikan oleh case management sistem
dalam workflow sistem dengan berbagai modul
otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan
basis e-sistem seperti e-SPT, e-Filing, e-
Payment, Taxpayers’ Account, e-Registration,
dan e-Counselling yang diharapkan
meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih
efektif ditunjang dengan penerapan kode etik
pegawai DJP yang mengatur perilaku pegawai
dalam  melaksanakan  tugas.  Pelayanan-
pelayanan tersebut sudah tentu dimaksudkan
untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada
masyarakat wajib pajak. Dengan demikian,
wajib pajak akan merasa dimudahkan dan puas
atas pelayanan kantor pajak, yang pada akhirnya
mampu menumbuhkan kepatuhan sukarela
untuk membayar pajak.

Pada tahun 2016 Kanwil DJP DIY

menyatakan bahwa hingga tahun 2016 di
Provinsi DIY masih terdapat ketidakpatuhan
wajib pajak, yaitu masing-masing 9% di
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung
Kidul, 19% di Kabupaten Bantul, 32% di Kota
Yogyakarta, dan 34% di Kabupaten Kulon
Progo. Meskipun secara persentase para wajib
pajak yang tidak patuh di Kabupaten Sleman
adalah terkecil, namun secara hitungan SPT
ternyata para wajib pajak yang tidak patuh di
Kabupaten Sleman adalah yang terbesar, sebab
jumlah wajib pajak di Kabupaten Sleman adalah
yang terbesar di Provinsi DIY, yaitu 37.530
SPT.

Mavengere (2015) melakukan survei
untuk mengetahui tingkat kepuasan Wajib Pajak
atas pelayanan yang diberikan oleh Large
Taxpayer Office (LTO). Hasil survei tersebut
menyatakan bahwa 78% responden melihat dan
merasakan perubahan yang signifikan atas sikap
para pegawai pajak di LTO, 84% responden
menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban
perpajakan  menjadi lebih  mudah, 13%
menyatakan tidak adanya perubahan, 2%
menyatakan lebih sulit dan 1% tidak tahu.
Indeks tingkat kepuasan yang diperoleh adalah
sebesar 81, melampaui rata-rata survei di Iran
(Abdul-Razak  dkk, 2013).

Berdasarkan hasil survei tersebut, kita dapat

sebesar 75

mengetahui bahwa sebagian besar wajib pajak
merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh
LTO dari sisi sikap pegawai kantor pajak dan
kemudahan mengurus pelaporan dan penyetoran
pajak.

Adapun

research gap  beberapa



5
penelitian terdahulu yang serupa dengan

penelitian yang dilakukan oleh Meverenge
(2015) adalah penelitian yang dilakukan oleh
Jayawardane dkk (2016) serta Abdul-Razak dkk
(2013) yang meneliti hubungan antara jasa
(layanan) dengan kepuasan wajib pajak pada
lingkup kantor pelayanan pajak. Kualitas
layanan dan fitur layanan kantor pelayanan
pajak berpengaruh positif terhadap kepuasan
wajib pajak, sedangkan customer complaint
handling yang diselenggarakan oleh kantor
pelayanan pajak tidak berpengaruh positif
terhadap kepuasan wajib pajak (Jayawardane
dkk, 2016). Sementara itu Abdul-Razak dkk
(2013) menemukan hubungan positif antara
kualitas layanan, citra perusahaan dan biaya
pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada
kantor pelayanan pajak. Dari penelitian-
penelitian terdahulu tersebut diketahui bahwa
kualitas layanan (jasa), fitur layanan, citra
perusahaan, dan biaya pelayanan berpengaruh
positif terhadap kepuasan wajib pajak.

Merujuk pada Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 Tahun
2014 tentang pedoman survei kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik, dijelaskan bahwa terdapat 9
(sembilan) unsur yang relevan, valid, dan
reliabel, sebagai dasar pengukuran survei
kepuasan masyarakat. Kesembilan  unsur
tersebut adalah persyaratan, prosedur, waktu
pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis
pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku
pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan

pengaduan, saran dan masukan. Atas dasar

tersebut, peneliti mengambil 1 (satu) unsur,
yaitu prosedur pembayaran pajak untuk
dianalisis apakah faktor tersebut berpengaruh
positif atau negatif terhadap kepuasan dan
kepatuhan wajib pajak.

Unsur prosedur pembayaran yang akan
dianalisis diuraikan lagi menjadi 2 (dua) faktor,
yaitu proses pelaporan dan penyetoran pajak.
Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa
sebagai akibat self assesment system, wajib
pajak memiliki kewajiban untuk menghitung,
membayar, dan melaporkan sendiri pajak
terutang ke kantor pajak. Adapun pelayanan
publik yang dilakukan oleh kantor pelayanan
pajak perlu memenuhi unsure survai kepuasan
masyarakat.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu
dan research gap di atas, maka penulis tertarik
untuk meneliti lebih jauh pengaruh proses
pelaporan dan penyetoran pajak terhadap
kepuasan dan kepatuhan wajib pajak orang
pribadi di Kabupaten Sleman sebagai kasus
khusus di Indonesia. Sehubungan penelitian ini
adalah riset ilmiah yang bersifat empiris, maka
dalam analisis data digunakan program
komputer berbasis statistik, yaitu AMOS v22.0;
dengan demikian judul untuk penelitian tesis ini
menjadi: Pengaruh Proses Pelaporan dan
Penyetoran Pajak terhadap Kepuasan dan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di
Kabupaten Sleman.

Terdapat beberapa teori dalam penelitian
ini yang bertujuan untuk mengarahkan
penelitian ini agar mudah untuk melakukan

penelitian, adapun teori yang dimaksud adalah
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sebagai berikut.

Teori tentang Resource based
theory yang dipelopori oleh Penrose (1959)
mengemukakan bahwa sumber daya yang
dimiliki perusahaan bersifat heterogen dan
memiliki karakteristik khusus dan unik di setiap
perusahaan. Resource based theory adalah suatu
pemikiran yang berkembang dalam teori
manajemen strategik dan keunggulan kompetitif
perusahaan yang meyakini bahwa perusahaan
akan mencapai keunggulan apabila memiliki
sumber daya yang unggul. Sumber daya yang
unggul adalah sumber daya yang langka, susah
untuk ditiru oleh pesaing dan tidak tergantikan.
Menurut Barney (2001), agar dapat bersaing
organisasi membutuhkan dua hal utama.
Pertama, memiliki keunggulan dalam sumber
daya yang dimilikinya, baik berupa aset yang
berwujud (tangible assets) maupun yang tidak
berwujud (intangible assets). Kedua,
kemampuan dalam mengelola sumber daya
yang dimiliki secara efektif dan efisien.
Kombinasi yang apik dari keduanya akan
menciptakan kompetensi yang khas dari sebuah
memiliki

perusahaan, sehingga  mampu

keunggulan  kompetitif ~ dibanding  para
pesaingnya. Sejalan dengan Resource Based
Theory (Barney dkk., 2007; Barney, 2001),
kantor pelayanan pajak yang mampu
menggunakan dan mengelola sumber daya yang
dimilikinya baik berupa aset berwujud maupun
aset yang tidak berwujud secara efektif dan
efisien maka hal tersebut dapat menciptakan
value added dan kepuasan bagi para wajib pajak

(Surjoputro dkk, 2009; Gunadi, 2008).

Teori keagenan yang dikemukakan oleh
Jensen dan Meckling (1976) (dalam Arifin,
2005) menjelaskan hubungan antara principal
(pemilik) dan agent (manajer) dalam hal
pengelolaan perusahaan, dimana principal
merupakan suatu entitas yang mendelegasikan
wewenang untuk mengelola perusahaan kepada
pihak agent (manajemen). Perbedaan peran di
antara keduanya
ketimpangan informasi. Chen dkk (2005)

menyebabkan suatu

menyatakan bahwa teori agensi menggunakan

tiga asumsi sifat manusia:

a. Manusia pada umumnya mementingkan diri
sendiri (self interest).

b. Manusia mempunyai daya pikir terbatas
mengenai  persepsi masa  mendatang
(bounded rationality).

c. Manusia selalu menghindari risiko (risk
averse).

Teori agensi (Chen dkk, 2005; Arifin, 2005)

mengindikasikan bahwa kantor pelayanan pajak

bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk
kepentingannya  sendiri namun harus
memberikan manfaat bagi para wajib pajaknya.

Oleh karena itu pengelolaan sumberdaya yang

maksimal dapat meningkatkan kualitas layanan

yang kemudian akan menaikkan kepuasan wajib
pajak, sehingga kepatuhan pajak pun meningkat

(Gunadi, 2009, Nurmantu, 2008).

Teori stakeholder lebih
mempertimbangkan posisi para stakeholder
yang dianggap powerful. Kelompok stakeholder
inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi
perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau

tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam
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laporan keuangan. Dalam pandangan teori ini,

perusahaan memiliki stakeholders, bukan hanya
sekedar shareholder. Perusahaan memandang
bahwa stakeholders terdiri dari pemegang
saham,  kreditur, pemerintah, karyawan,
pelanggan, pemasok, dan publik (Fountaine
dkk., 2006). Tujuan utama dari teori ini adalah
untuk membantu manajemen perusahaan dalam
meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak
dari aktifitas-aktifitas yang mereka lakukan dan
meminimalkan kerugian yang mungkin muncul
bagi stakeholder mereka. Sebenarnya, teori ini
menjelaskan  hubungan antara manajemen
perusahaan dengan para stakeholder-nya. Para
stakeholder memiliki hak untuk diperlakukan
secara adil oleh organisasi, dan manajemen
harus mengelola organisasi untuk keuntungan
seluruh stakeholder. Dalam upaya penciptaan
nilai bagi perusahaan, manajemen perusahaan

Administrasi diartikan sebagai arahan,
pemerintahan,

kegiatan, implementasi,

mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip
implementasi kebijakan, kegiatan melakukan
analisis, menyeimbangkan dan
mempresentasikan  keputusan, pertimbangan-
pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan
individual dan kelompok dalam menghasilkan
barang dan jasa publik, dan sebagai arena
bidang kerja akademik dan teoritis. Administrasi
merupakan suatu proses yang dinamis dan
berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka
mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan
orang dan material melalui koordinasi dan
kerjasama. Definisi-definisi diatas menunjukkan

beberapa batasan istilah administrasi yang

harus dapat mengelola seluruh sumber daya
yang dimiliki perusahaan, baik karyawan
(human capital), aset fisik (physical capital)
maupun structural capital (Freeman, 2004).
Berdasarkan Stakeholder Theory (Wolk, 2001;
Alfioza dkk., 2011) yang membahas mengenai
dorongan para wajib pajak untuk memberikan
informasi  proses pembayaran pajak, baik
informasi  proses pelaporan pajak maupun
proses penyetoran pajak, dan sebagai sinyal
positif bagi kepatuhan para wajib pajak.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kantor
pelayanan pajak selalu berdampak kepada
kepuasan dan kepatuhan para wajib pajak. Jika
kinerja kantor pelayanan pajak berjalan baik
maka kantor pelayanan pajak harus memberi
informasi kepada pihak wajib pajak agar patuh

membayar pajak (Nurmantu, 2008).

secara langsung menepis anggapan bahwa
administrasi selalu diartikan sebagai kegiatan
ketatausahaan yang berkaitan dengan pekerjaan
mengatur berkas, membuat laporan

administratif, dan  sebagainya.  Menurut
Lumbantoruan (2007:582) dalam ensiklopedi
perpajakan yang disebut dengan administrasi
perpajakan (Tax Administration) adalah cara-
cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan
pajak.

Administrasi  perpajakan  diupayakan
untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan
penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.
Menurut Gunadi (2009), administrasi pajak
dikatakan efektif bila mampu mengatasi

masalah-masalah, antara lain: wajib pajak yang
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tidak terdaftar (unregistered taxpayers); wajib

pajak yang tidak menyampaikan surat
pemberitahuan (SPT); penyelundup pajak (tax
evaders); dan penunggak pajak (delinquent tax
pavers). Administrasi perpajakan akan efektif
jika keempat permasalahan tersebut dapat
diselesaikan. Apabila kebijakan perpajakan yang
ada mampu mengatasi masalah-masalah di atas
secara efektif, maka administrasi perpajakannya
sudah dapat dikatakan baik sehingga tax ratio
akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu
administrasi  pajak yang baik adalah
diterapkannya  prinsip-prinsip  manajemen
modern, yaitu planning, organizing, actuating
dan  controlling, terdapatnya  kebijakan
perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga
memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan
kewajibannya, tersedianya pegawai pajak yang
berkualitas dan jujur serta pelaksanaan
penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
Zuhar  (2012:6)

reformasi administrasi didefiniskan sebagai the

mengemukakan  bahwa

artificial ~ inducement  of  administration
transformation against resistance. Definisi ini
mengandung beberapa implikasi, antara lain:
reformasi administrasi merupakan kegiatan yang
dibuat oleh manusia (manmade) tidak bersifat
eksidental, otomatis maupun alamiah; reformasi
administrasi merupakan suatu proses; dan
resistensi beriringan dengan proses reformasi
administrasi. Sedangkan menurut Nasucha
(2009:37), reformasi administrasi perpajakan
adalah penyempurnaan atau perbaikan Kinerja
administrasi, baik secara individu, kelompok,

maupun kelembagaan agar lebih efektif dan

efisien. Agar reformasi administrasi perpajakan
dapat berhasil maka dibutuhkan struktur pajak
yang disederhanakan demi kemudahan dan
kepatuhan. Selain itu strategi reformasi yang
cocok harus dikembangkan, dan komitmen
politik yang kuat terhadap peningkatan
administrasi  perpajakan. Sasaran reformasi
administrasi pajak sendiri adalah meningkatkan
kepatuhan  para pembayar pajak dan
melaksanakan ketentuan perpajakan secara
seragam untuk penerimaan maksimal dengan
biaya optimal.

Elemen  dasar dalam  reformasi
administrasi perpajakan mempunyai beberapa
syarat, antara lain: komitmen politik yang
berkelanjutan; staf yang mampu berkonsentrasi
terhadap pekerjaan dalam jangka panjang;
strategi yang tepat dan didefinisikan dengan
baik karena tidak ada strategi yang cocok untuk
semua negara; pendidikan dan pelatihan
pegawai pajak; dan tersedia dana dan sumber
daya lain yang cukup. Jika syarat-syarat tersebut
terpenuhi  maka  reformasi  administrasi
perpajakan dapat berjalan dengan baik. Nasucha
(2009:68)

administrasi perpajakan dapat dilaksanakan

menyatakan  bahwa  reformasi
tanpa melakukan reformasi perpajakan, yaitu
untuk mensinergikan faktor internal dan
eksternal yang  mempengaruhi Kinerja

organisasi.  Lingkungan  eksternal  yang
dimaksud adalah kebijakan fiskal, antara lain
item-item yang tidak dimasukkan dalam dasar
pengenaan pajak, pembelanjaan dan pelayanan
publik.  Dalam ekonomi yang  mulai

berkembang, administrasi perpajakan harus
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difokuskan kepada wajib pajak besar secara

maksimal dan memberikan kontribusi kepada

wajib pajak kecill.

Mengingat lingkup dalam penelitian ini
adalah analisis pengaruh proses pelaporan dan
penyetoran  pajak  berpengaruh  terhadap
kepuasandan kepatuhan wajib pajak di KPP
Pratama Sleman, maka kajian mengenai proses
pelaporan dan penyetoranpajak terbatas pada
proses pelaporan dan penyetoran pajak secara
manual. Hal ini mengingat mayoritas wajib
pajak yang berdomisili di KPP Pratama Sleman
masih melakukan pengurusan pajak secara
manual. Untuk melaporkan perhitungan dan
penyetoran (pembayaran) pajak terutang, wajib
pajak menggunakan sarana yang disebut SPT
(Surat Pemberitahuan). Ada dua jenis SPT yang
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan
penyetoran pajak, yaitu:

a. SPT Masa adalah SPT yang digunakan un-
tuk melaporkan perhitungan dan penyetoran
pajak terutang dalam suatu Masa Pajak atau
pada suatu saat.

b. SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan
untuk  melaporkan  perhitungan  dan
penyetoran pajak dalam suatu Tahun Pajak.

Proses pelaporan pajak menggunakan
SPT adalah sebagai berikut: wajib pajak harus
mengambil sendiri blanko SPT di KPP Pratama
Sleman dengan cara menunjukkan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP).

a. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan
lengkap sesuai dengan petunjuk yang
diberikan, kemudian ditandatangani. SPT

yang tidak diisi dengan benar mengakibat-

kan pajak terutang kurang dibayar, sehingga
akan dikenakan sanksi perpajakan.
Bagi wajib pajak badan, SPT harus ditanda-

tangani oleh pengurus atau direksi.

. Apabila SPT diisi dan ditandatangani oleh

orang lain selain wajib pajak, harus

melampirkan surat kuasa khusus.

. SPT diserahkan kembali ke KPP bersangku-

tan dalam batas waktu yang ditentukan dan

akan diberikan tanda terima tertanggal. Apa-

bila SPT dikirim melalui pos harus dil-

akukan secara tecatat, tanda bukti serta

tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda
bukti dan tanggal penerimaan.

Pelaporan SPT harus disertai bukti-bukti

yang dilampirkan, seperti:

1) Laporan keuangan berupa neraca dan
laporan rugi laba serta keterangan-
keterangan lain yang diperlukan untuk
menghitung besarnya penghasilan kena
pajak (bagi wajib pajak yang mengada-
kan pembukuan).

2) Untuk SPT Masa PPN sekurang-
kurangnya memuat jumlah Dasar
Pengenaan Pajak, jumlah Pajak
Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan, dan jumlah keku-
rangan atau kelebihan pajak.

3) Perhitungan jumlah peredaran yang ter-
jadi dalam tahun pajak yang bersangku-
tan (bagi wajib pajak yang menggunakan

norma perhitungan).



Merujuk  pada Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16
Tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik, titik berat pada prosedur
pelayanan adalah mengenai kesederhanaan alur
pelayanan.Wajib pajak menggunakan sarana
penyetoran pajak yang disebut dengan SSP
(Surat Setoran Pajak).

Formulir SSP dapat diperoleh di KPP
Pratama Sleman dan dapat diperbanyak
(difotokopi) sendiri oleh wajib pajak. Tempat
untuk menyetorkan pajak adalah bank-bank
yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal
Anggaran (bank persepsi) dan Kantor Pos dan
Giro.

Tjiptono (2012) mendefinisikan
kepuasan konsumen sebagai suatu tanggapan
emosional pada evaluasi pengalaman konsumen
atas pelayanan yang diterima dari perusahaan.
Kotler dkk. (2012) mendefinisikan kepuasan
konsumen sebagai sejauh mana anggapan

Kinerja  perusahaan ~ memenuhi  harapan
konsumen. Bila kinerja layanan lebih rendah
daripada harapan konsumen, maka konsumen
tidak puas, bila kinerja sesuai atau melebihi
harapan konsumen, maka konsumen merasa
puas. Berdasarkan beberapa definisi kepuasan
konsumen di atas dapat disimpulkan bahwa
kepuasan akan tercapai pada saat harapan

konsumen sesuai dengan kenyataan yang
didapatkannya. Sedangkan kepuasan konsumen
akan memperkuat sikap terhadap layanan
dimana kemungkinan besar konsumen akan

mengharapkan kembali layanan yang sama.

10

Dewasa ini perhatian terhadap kepuasan wajib
pajak telah semakin besar. Semakin banyak
pihak yang menaruh perhatian terhadap hal ini.
Pihak vyang paling banyak berhubungan
langsung dengan kepuasan atau ketidakpuasan
wajib pajak adalah kantor pelayanan pajak.
Tuntutan pemenuhan kebutuhan dan keinginan
wajib pajak, menyebabkan setiap kantor
pelayanan pajak harus menempatkan orientasi
pada kepuasan wajib pajak sebagai tujuan
tercermin dari  semakin

utama. Hal ini

banyaknya kantor pelayanan pajak yang

menyertakan komitmennya terhadap kepuasan
wajib pajakdalam pernyataan visi dan misinya,
iklan, maupun public relations release. Dewasa

ini  diyakini bahwa, kunci utama untuk

memenangkan persaingan adalah memberikan
nilai dan kepuasan kepada konsumen atau

melalui  penyampaian  produk  layanan

berkualitas dengan tarif bersaing. Dari definisi

kepuasan konsumen di atas dapat ditarik

kesimpulan bahwa pada dasarnya kepuasan
konsumen merupakan suatu hal yang prinsipil

yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam

proses mempertahankan  konsumen  dan

membentuk loyalitas pelanggan pada produk
maupun jasa yang dijual oleh perusahaan.

Dalam mengevaluasi kepuasan konsumen,

umumnya perusahaan mengacu pada berbagai

faktor atau dimensi. Faktor yang sering

digunakan dalam mengevaluasi keputusan

terhadap suatu produk layanan, menurut

Tjiptono (2012) antara lain meliputi: Kinerja
keistimewaan

ciri-ciri  atau

keandalan (reliability),

(performance),

tambahan (features),
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kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to

(durability),

kualitas yang

specifications), daya tahan
servicebility, estetika,
dipersepsikan (perceived quality). Sedangkan
untuk mengevaluasi jasa Yyang bersifat
intangibles, wajib konsumen (wajib pajak)
umumnya menggunakan beberapa atribut atau
faktor yang lebih dikenal dengan kualitas
pelayanan yang terdiri dari: bukti langsung
(tangibles), kehandalan (reliability), daya
tanggap (responsiveness), jaminan (assurance),
perhatian (empathy).

Merujuk pada Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No.16 Tahun
2014 tentang pedoman survei kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik, dijelaskan bahwa terdapat 9
(sembilan) unsur yang relevan, valid, dan
reliabel, sebagai dasar pengukuran survei
kepuasan masyarakat. Kesembilan  unsur
tersebut adalah persyaratan, prosedur, waktu
pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis
pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku
pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan
pengaduan, saran dan masukan. Persyaratan
adalah syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik
persyaratan  teknis maupun administratif.
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan. Waktu
pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan
dari setiap jenis pelayanan. Biaya/tarif adalah

ongkos yang dikenakan kepada penerima

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh
pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
penyelenggara dan  masyarakat.  Produk
spesifikasi  jenis pelayanan adalah hasil
pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk
pelayanan ini merupakan hasil dari setiap
spesifikasi ~ jenis pelayanan.  Kompetensi
Pelaksana adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan,
keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam
memberikan pelayanan. Maklumat Pelayanan
adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan
kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan
pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
Penanganan pengaduan, saran dan masukan,
adalah tata cara pelaksanaan penanganan
pengaduan dan tindak lanjut.

Menurut Nurmantu (2008:148),
kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai
suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi
semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan
hak  perpajakannya.  Sedangkan  menurut
Nasucha (2009:9) kepatuhan wajib pajak dapat
diidentifikasi dari ketaatan wajib pajak dalam
memenuhi persyaratan, mendaftarkan diri, dan
kepatuhan untuk mengembalikansurat
pemberitahuan (SPT) yang sudah diisi lengkap,
kepatuhan mengisi lengkap surat setoran pajak
(SSP), kepatuhan dalam penghitungan dan
pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan

dalam pembayaran tunggakan.

Kornite Direktorat
Pengawas Jenderal
Perpajakan Pajak
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Gambar 1. Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak
(Sumber: Surjoputro dkk., 2009:32-35)

Besarnya jurang kepatuhan, yaitu selisih
antara penerimaan yang sesungguhnya dengan
pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari
masing-masing sektor perpajakan merupakan
pengukuran yang lebih akurat atas administrasi
perpajakan. Keberhasilan pengumpulan pajak
hanyalah merupakan akibat semakin sempitnya
jurang kepatuhan. Semakin patuh rakyat
membayar pajak berarti jurang kepatuhan
semakin sempit dan berarti pemungutan pajak
lebih berhasil. Sebaliknya, semakin lebar jurang
kepatuhan maka semakin sedikit pajak yang
berhasil dikumpulkan. Kepatuhan wajib pajak
telah diupayakan dengan mengubah sistem
administrasi perpajakan. Menurut Surjoputro
dkk. (2009:32-35), pada hakekatnya kepatuhan
wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem
administrasi perpajakan yang meliputi tax
service dan tax enforcement. Langkah-langkah
perbaikan  administrasi  diharapkan dapat
mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua
cara, yaitu pertama, wajib pajak patuh karena
mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan
memuaskan, serta pajak yang mereka bayar
akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka
berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi
berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan
terdeteksi sistem informasi dan administrasi
perpajakan serta kemampuan crosschecking
informasi dengan instansi lain. Ketika sistem
perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan
reformasi diletakkan pada peningkatan dalam
administrasi

kepuasan,  kepatuhan, dan

perpajakan.  Peningkatan  kepuasan  dan
kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam
reformasi perpajakan, dan mungkin lebih
penting daripada perubahan struktural dalam
sistem perpajakan.

Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan Structure Equation Modeling
(SEM) berbantuan program komputer AMOS
(Analysis of Moment Structur) versi 22.0.
Program AMOS v22.0 merupakan program
statistik terpopuler di Program Pascasarjana
Universitas Islam Indonesia. Program AMOS
v22.0 lebih baik daripada program-program
statistik yang lain seperti SmartPLS v3.0; Lisrel
8.80; SPSS v23; Minitab 12.0 dan lain-lain
(Ghozali, 2014). SEM merupakan gabungan
dari dua metode statistik yang terpisah, yaitu
analisis  faktor  (faktor analysis) yang
dikembangkan di ilmu statistik serta model
persamaan simultan (simultaneous equation
modeling) yang dikembangkan di ekonometrika
(Ghozali, 2014). Model SEM merupakan
gabungan dari analisis faktor dan analisis jalur
(Path analysis) menjadi satu metode statistik

komprehensif. Seperti yang dinyatakan Joreskog
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(1973) dalam Ghozali (2014), model persamaan

struktural umum terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. Bagian pengukuran, yang menghub-
ungkan observed variable ke latent vari-
able melalui confirmatory faktor model.

b. Bagian structural, yang menghubungkan
antar latent variable melalui persamaan
regresi simultan.

SEM memiliki
dibandingkan ~ dengan  metode

keunggulan

statistic
multivariate yang lain karena dalam variabel
laten dimasukkan kesalahan pengukuran dalam
model. SEM memasukkan struktural error term
untuk mencapai konsistensi estimasi parameter,
error term ini diasumsikan tidak berkolerasi
dengan konstruk eksogen dalam model, namun
demikian struktural error term dapat berkolerasi
dengan struktural error term lain dalam model.
Menurut Ghozali (2014), dalam penelitian SEM
yang pertama diindentifikasi adalah teori. Bila
ada teorinya, maka teori tersebut harus
diungkapkan lebih dahulu. SEM digambarkan
olen diagram jalur, dipandang sebagai
representasi dari teori. Jadi hubungan antara
variabel laten yang diwujudkan dalam diagram
jalur  merupakan perwujudan dari teori.
Kemudian didapatkan sampel dan
pengukurannya, setelah itu dapat dilakukan
estimasi terhadap parameter model.Pada tahap
ini pengukuran model dapat diestimasi lebih
dahulu dan diikuti dengan model struktural atau
full model. Kemudian melakukan penilaian
goodness fit dari model dan bilamana diperlukan

diikuti dengan modifikasi model. Jika model

telah memenuhi kriteria fit, maka dilakukan
diskusi atau pembahasan hasil
a. Variabel Laten dan Variabel Manifest
Varibel laten atau konstruk, yaitu
variabel yang tidak dapat diukur secara
langsung (unobserved). Keberadaan variabel
laten diukur oleh indikator-indikator atau
manifest.

variabel Responden  dalam

penelitian ~ diminta  untuk  menjawab
pertanyaan dalam bentuk skala Likert.
Dalam penelitian ini ada 4 (empat) variabel
laten yang akan diukur terdiri 2 (dua)
variabel laten eksogen (&), yaitu proses
pelaporan dan penyetoran pajak dan 2 (dua)
variabel laten endogen (1), yaitu kepuasan
dan kepatuhan wajib pajak. Setiap variabel
laten akan diukur oleh variabel manifest.
Variabel manifest ini merupakan butir-butir
kuesioner masing-masing variabel laten.
b. Menilai Kriteria Goodness-of-Fit
Sebelum menilai kelayakan dari SEM
harus dilakukan penilaian terhadap data
yang akan diolah memenuhi asumsi SEM.
Ada tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi
untuk dapat menggunakan SEM, yaitu:
1) Observasi data independen.
2) Responden diambil secara acak (random
sampling respondent).
3) Memiliki hubungan linear.
Goodness-of-Fit  mengukur  kesesuaian
input observasi atau sesungguhnya (Matrik
kovarian atau korelasi) dengan prediksi dari
model vyang diajukan (proposed model).
(Ghozali, 2014). Kriteria goodness-of-fit, yaitu:

1) Likelihood-Ratio Chi-Square Statistic
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2)

3)

4)

Nilai Chi-square yang tinggi relatif
terhadap degree of freedom
menunjukkan bahwa matrik kovarian
atau korelasi yang diobservasi dengan
yang diprediksi berbeda secara nyata dan
ini menghasilkan probabilitas (p) lebih
kecil dari tingkat signifikansi (o). Nilai
chi-square yang kecil akan
menghasilkan nilai probabilitas (p) yang
lebih besar dari tingkat signifikansi (o),
hal ini menunjukkan bahwa input matrik
kovarian  antara  prediksi  dengan
observasi sesungguhnya tidak berbeda
secara signifikan.

CMIN

Chi-square (;(2) merupakan metode
paling umum dalam mengevaluasi
goodness-of-fit.  Kecilnya nilai 5
mengindikasikan tidak signifikan dan
menjadi tanda kesesuaian yang baik.
Pengujian Chi-square digunakan untuk
menilai matrik aktual dan prediksi. Tidak
signifikan berarti adanya perbedaan
antara matrik aktual dengan prediksi
(Hair dkk., 1998 dalam Ferdinand,
2015).

CMIN/DF

Adalah nilai Chi-square dibagi

dengan degree of freedom. Jika nilai

ratio ini < 2 merupakan ukuran yang fit.

GFlI
Goodness of fit index (GFI)

merupakan ukuran non-statistik yang

nilainya berkisar dari O (poor fit) sampai
1.0 (perfect fit)
5) RMSEA
Root mean square error of
approximation (RMSEA) merupakan
ukuran yang mencoba memperbaiki
kecenderungan  statistik  chi-square
menolak model dengan jumlah sampel
yang besar. Nilai RMSEA antara 0.05
sampai 0.08 merupakan ukuran yang
dapat diterima.
6) AGFI
Adjusted goodness-of-fit  (AGFI)
merupakan pengembangan dari GFlI
yang disesuaikan dengan ratio degree of
freedom untuk proposed model dengan
degree of freedom untuk null model.

Nilai =0.80 merupakan nilai yang dapat

diterima.
7) TLI

Tucker Lewis Index (TLI) atau
dikenal dengan nonnormed fit index
(NNFI)  merupakan  penggabungan
ukuran parsimony ke dalam index
komparasi antara proposed modeldan
null model. Nilai  TLI yang

direkomendasikan adalah =0.90.

PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi  penelitian  dilakukan  di
Kabupaten Sleman, yaitu di area persebaran
masyarakat wajib pajak yang pernah dilayani
KPP Pratama Sleman. Penelitian dilakukan pada

bulan Oktober sampai dengan Desember 2017.
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Pemilihan Kabupaten Sleman didasarkan pada

tingginya kepatuhan wajib pajak sekitar 91%
dari 37.530 SPT (2016). Angka 91% ini
merupakan angka tertinggi di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016.
Karakteristik Demografi Responden

Analisis deskriptif ini didasarkan pada
data penelitian yang telah terkumpul, berupa
hasil tanggapan kuesioner yang diperoleh dari
144 responden wajib pajak orang pribadi. Data
penelitian yang terkumpul tersebut ditransfor-
masikan dalam bentuk tabel numerik sehingga
mudah dipahami dan diinterprestasikan. Analisis
deskriptif digunakan peneliti untuk memberikan
informasi mengenai karakteristik demografi re-
sponden.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis
Kelamin

Dapat diketahui dari 144 responden
wajib pajak orang pribadi yang berjenis kelamin
laki-laki sebanyak 81 orang atau 56,25%,
sedangkan untuk responden wajib pajak orang
pribadi dengan jenis kelamin perempuan
sebanyak 63 orangatau 43,75%. Jumlah tersebut
menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak
orang pribadi yang menjadi ukuran sampel
dalam penelitian ini adalah laki-laki.
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia seseorang merupakan faktor yang
dapat menentukan sikap dalam memberikan
penilaian terhadap sesuatu hal baik berupa
produk maupun jasa yang dikarenakan oleh
pengetahuan, pandangan, pengalaman dan

keyakinan yang berbeda, sehingga akan

mepengaruhi penilaiannya. Dapat diketahui dari
144 responden wajib pajak orang pribadi yang
mempunyai usia 18-24 tahun sebanyak 9 orang
atau 6,25%, usia 25-35 tahun sebanyak 43 orang
atau 29,86%, usia 36-45 tahun sebanyak 66
orang atau 45,83% dan di atas 45 tahun
sebanyak 26 orang atau 18,06%. Dari jumlah
tersebut menunjukan bahwa mayoritas wajib
pajak orang pribadi adalah usia 36-45 tahun.
Karakteristik ~ Responden  Berdasarkan
Pekerjaan

Pekerjaan merupakan faktor yang dapat
menentukan sikap wajib pajak orang pribadi
dalam memilih produk dan jasa pada khususnya
pada pemilihan tempat untuk menginvestasikan
sebagian penghasilannya. Hal ini disebabkan
karena pekerjaan secara langsung maupun tidak
langsung akan berhubungan dengan tingkat
penghasilan dalam menggunakan suatu produk
atau jasa. Menunjukkan bahwa dari 144
responden wajib pajak orang pribadi yang
menjadi ukuran sampel yaitu wajib pajak orang
pribadi di Kabupaten Sleman menunjukkan
bahwa tingkat pekerjaan responden mayoritas
adalah Pegawai Swasta yaitu sebanyak 84 orang
atau 58,33%, sedangkan pekerjaan lain yaitu
mahasiswa sebanyak 9 orang atau 6,25%,
Pegawai Negeri sebanyak 29 orang atau
20,14%, Pegawai Swasta sebanyak 84 orang
atau 58,33%, dan pekerjaan lain-lain sebanyak
22 orang atau 15,28%. Dari jumlah tersebut
menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak
orang pribadi di Kabupaten Sleman adalah
Pegawai Swasta.
Karakteristik

Responden  Berdasarkan



16
Penghasilan

Tingkat penghasilan yang diterima
seorang wajib pajak orang pribadi dapat
memberikan penilaian dan persepsi layanan
yang berbeda pada sesuatu hal yang dilihatnya.
Dengan penghasilan yang berbeda-beda ini,
penilaian yang diberikan wajib pajak orang
pribadi diharapkan obyektif. Dari 144 responden
wajib pajak orang pribadi yang menjadi ukuran
sampel  menunjukkan  bahwa  rata-rata
pengahasilan responden wajib pajak orang
pribadi di bawah Rp. 2.500,000 sebanyak 33
orang atau 22,92%, penghasilan Rp 2.500,000 -
Rp. 5.000,000 sebanyak 69 orang atau 47,92%,
penghasilan Rp. 5.000,000-Rp 10.000,000
sebanyak 29 orang atau 20,14% dan penghasilan
di atas Rp. 10.000,000 sebanyak 13 orang atau
9,03%. Dengan demikian dari sampel yang
diambil menunjukkan bahwa mayoritas wajib
pajak orang pribadi mempunyai penghasilan
antara Rp.2.500,000-Rp. 5.000,000.

Penelitian  survey dengan  sampel
masyarakat dengan berpajak di wilayah Sleman
(Cooper 2006). Data pilot project dan data
survey dijabarkan dalam cacatan angka dengan
menggunakan metode deskriptif dan (SEM).
Instrumen  penelityang digunakan adalah
kuesioner, yaitu suatu pertanyaan yang disusun
kapada responden untuk dijawab dan dinilai.
Kuesioner yang disusun terdiri dari 4 jawaban
(STS, TS, S, SS),

Hasil pengujian mendapatkan beberapa
kriteria goodness fit index, salah satu yang
merupakan kriteria absolute adalah Chi-square

sebesar 177,445, nilai ini kurang dari y2-tabel

pada df 524 kepercayaan 95% sebesar 215,563,
berarti terdapat perbedaan atau tidak memiliki
kesesuian antara kovarian sampel dengan
kovarian yang diestimasi, ketidaksesuaian ini
menunjukkan kurangnya dukungan dari sampel
untuk menjelaskan estimasi (populasi) (Ghozali,
2014:748).

Selain Chi-square, diperoleh juga hasil
kesesuian lainnya ditunjukan di bawah ini,
terlihat semuanya memenuhi syarat atau Cut of
Value vyang direkomendasikan. Dari hasil
pengukuran Goodness Fit Index pada Gambar
dan Tabel di bawah besarnya Chi Square, CMIN
IDF, CFl, AGFI, GFI, RMSEA,TLI diperoleh
nilai yang telah memenuhi kriteria. Dari Tabel 1
tingkat probabilitas adalah signifikan yaitu
sebesar 0,602 (p < 0,05) sehingga model yang
dianalisis mampu memenuhi Kkriteria model
yang baik.

Penelitian ini sesuai dengan temuan
Akintoy (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan
melalui kesediaan melunasi pajak sangat utama
dan tidak dapat dilupakan. Pemerintah harus
memperhatikan factor yang mempengaruhi,
layanan proses pelaporan pajak; dapat
meningkatkan pendapatan pemerintah serta
pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  oleh
Moeinadin (2014) factor sosial, individu,
struktural, hukum, dan layanan dapat
mempengaruhi proses pelaporan pajak. Proses
pelaporan  pajak  berfungsi  meningkatkan
kepatuhan pajak. Adapun upaya pembentukan
layanan  proses pelaporan pajak  yang

berkualitas.
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Mavengere (2015) menyatakan bahwa

norma pribadi dan pelayanan proses pelaporan
merupakan kontributor pendukung terhadap
kepuasan wajib pajak, dengan semakin
meningkatnya kualitas layanan pajak pun akan
meningkat. Jayawardane (2016) menyebutkan
kemungkinan para pembuat kebijakan untuk
menerapkan  strategi yang cocok guna
meningkatkan penerimaan pajak pemerintah
dengan memberikan layanan yang optimal
untuk pelaku pajak. Stakeholder Theory
(Fountaine 2006) yang membantu tercapainya
keunggulan kompetitif serta meminimalkan
kerugian kepatuhan pajak dengan mengelola
dan memanfaatkan fasilitas unit layanan pajak
dengan baik untuk menciptakan kepuasan,
ketaatan dalam membayar pajak, dimana hal ini
dilakukan untuk kepentingan  masyarakat
(Mardiasmo 2012).

Penelitian ini seiring sejalan dengan
Helhel (2015) faktor internal dalam penyetoran
pajak merupakan penentu Yyang efektif
dibanding faktor eksternal. Kemampuan untuk
membayar pajak, pembayaran pajak dengan
akurat, meningkatkan semangat pajak dan
kesadaran warga, dan penilaian ulang kebijakan
pencegahan  seperti  pembebasan, audit,
hukuman dan denda telah dianggap sebagai
faktor penting. Penelitian ini juga menemukan
tidak ada perbedaan yang efektif secara statistik
dalam persepsi dan sikap responden terhadap
penyetoran pajak sesuai dengan usia dan lokasi
perusahaan, namun memiliki perbedaan sesuai
dengan kepemilikan dan subsektor UKM. Hasil
penelitian Nkwe (2013) pun menyebutkan

bahwa sikap pelaku pajak dalam memproses
penyetoran pajak juga mempengaruhi perilaku
kepatuhannya pajak.

Abdul-Razak (2013) yang menyatakan
tagihan pajak akan mempengaruhi sikap
keterbukaan

kepuasan individu;  tingkat

pemerintah tidak secara signifikan
mempengaruhi sikap para pembayar pajak;
hubungan antara pemahaman dan keputusan
kepatuhan pajak; dan sesuai hasil penelitian
Akintoy (2013) yang menyatakan melalui
kesediaan warga dalam taat pajak tidak dapat
diabaikan; pemerintah harus memperhatikan
faktor yang akan mempengaruhi kesediaan dan
kepuasan dalam  membayar pajak; dengan
demikian mampu mengoptimalkan pendapatan
pemerintah  serta mampu  meningkatkan
ketahanan ekonomi. Proses penyetoran pajak
didasarkan pada Agency Theory (Chen 2005 dan
Arifin 2005) yakin unit layanan pajak akan
memberikan kepuasan bagi mereka, Yyakin
bahwa tidak akan pengecewakan pelaku wajib
pajak (Meverenge 2015 dan Abdul-Razak
2013).

Moeinadin (2014) kepatuhan wajib pajak
dipengaruhi oleh sosial, individu, struktural,
hukum. Hasil ini seiring sejalan dengan
Nicolaides Panayiotis (2014) menyatakan
bahwa efektivitas pemerintah untuk
mengumpulkan pajak meningkatkan fasilitas
publik, tetapi tidak menjamin maksimalisasi,
yang tergantung pada pengeluaran pemerintah.
Jika pemerintah tidak maksimal dalam
melakukan audit, kesejahteraan dari penyediaan

fasilitas publik menjadi tunduk norma-norma
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sosial yang diantaranya adalah pengetahuan,

kedadaran hukum, dan kepuasan para wajib
pajak. Korir (2015) menemukan bahwa
prediktor signifikan bagi kepatuhan wajib pajak;
kompleksitas, keadilan, penyesuaian biaya.
Penelitian ini merekomendasikan pengurangan
ekuitas dan peningkatan kepuasan wajib pajak.
Penelitian lanjutan diperlukan dalam menilai
efektivitas kompleksitas, keadilan, penyesuaian
biaya, dan tindakan kebijakan, dalam
menentukan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan
resource based theory (Barney 2007) fasilitas
yang dipunyai cabang layanan pajak
berpengaruh terhadap kinerja, hal tersebut akan
meningkatkan kepuasan wajib pajak, dimana
kepuasan wajib pajak ini merupakan persyaratan
utama bagi kepatuhan pajak (Surjoputro 2009
dan Gunadi 2008). Membandingkan nilai-nilai
Sobel (Z), maka pengaruh variabel proses
penyetoran pajak terhadap variabel kepatuhan
wajib pajak ternyata lebih kuat, yaitu sebesar
6,204, pengaruh variabel proses pelaporan pajak
terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, yaitu
sebesar 3,188, dengan variabel mediasi yang
sama.
Implikasi Terhadap Ketahanan Ekonomi
Wilayah

Ketahanan ekonomi merupakan kondisi
kehidupan  perekonomian  bangsa  yang

berlandaskan pada demokrasi  pancasila
(Tarmini, 1992). Ketahanan ekonomi juga
mengandung kemampuan untuk memelihara
stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta
mampu menciptakan kemandirian ekonomi

nacional dengan daya saingyang tinggi sehingga

kemakmuran rakyat yang adil dan merata dapat
terwujud. Proses pelaporan pajak ternyata
berpengaruh lebih banyak dibandingkan dengan
proses penyetoran pajak, sehingga masyarakat
lebih puas dan lebih patuh, maka perwakilan
pelayanan pajak Sleman dapat menaikkan mutu
pelayanan di bidang pelaporan pajak

Implikasi

1. Diharapkan melaksanan program
peningkatan kualitas layanan pajak. Hal ini
dapat dilakukan mulai dari yang sederhana
dan tidak memerlukan biaya tinggi, seperti
program layanan terpadu sampai kepada
pembenahan manajemen yang mengatur
layanan cepat, efektif dan efisien

2. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pelayanan dan kepuasan di tahun tahun
berikutnya dengan lebih baik. Prinsipnya
kualitas layanan harus mulai mengelola
dengan maksimal, bukan dibiarkan tumbuh
dengan sendirinya.

3. Untuk ke depannya, Pemerintah diharapkan
lebih banyak mensosialisasikan pajak agar
masyarakat yang tidak taat pajak semakin
berkurang dan jumlah total masyarakat
wajib pajak semakin meningkat.

SIMPULAN

Dari penjelasan tersebut diatas dapat
disimpulkan sebagai berikut.

Proses pelaporan dan penyetoran pajak
berpengaruh positif terhadap kepuasan dan
kepatuhan wajib pajak, hal tersebut juga akan
memberikan dampak yang positif terhadap
ketahanan ekonomi wilayah tersebut. Pelayanan

yang memuaskan pada kantor pelayanan pajak
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juga berpengaruh terhadap tinggat pelaporan

dan penyetoran pajak, semakin optimal
pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak
maka semakin rendah tingkat ketidakpatuhan
terhadap wajib pajak, begitu sebaliknya.
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